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Prediksi molornya proyek 
 pembangunan pedestrian dan 
 peningkatan Jalan Raya Tegar Beriman 
itu disebabkan hingga awal  Desember 
2021 progres pembangunan masih 
 belum sesuai target.

Proyek Pembangunan Jalan Tegar Beriman
Diprediksi Molor ke Tahun 2022

CIBINONG (IM) - 
Proyek pembangunan pedes-
trian dan peningkatan Jalan 
Raya Tegar Beriman diprediksi 
akan molor. 

Kalangan legislatif  mau-
pun eksekutif  di lingkungan 
Pemkab Bogor memprediksi, 
proyek yang dikerjakan PT. 
Hutomo Mandala Perkasa 
dan PT Turelotto Battu Indah 
ini akan molor ke awal Tahun 
2022 mendatang.

Prediksi molornya proyek 
pembangunan pedestrian dan 
peningkatan Jalan Raya Tegar 
Beriman itu disebabkan hingga 
awal Desember 2021 progres 
pembangunan masih belum 

sesuai target.
Ketua Komisi III DPRD 

Kabupaten Bogor, Sastra 
Winara mengungkapkan, pi-
haknya akan segera melakukan 
inspeksi mendadak atau sidak 
untuk mengetahui kepastian 
progres pekerjaannya.

“K ami  mempred ik s i 
proyek pembangunan pedes-
trian dan peningkatan Jalan 
Raya Tegar Beriman meluncur 
ke awal tahun 2022,” ungkap 
Sastra Winara, Kamis (2/12).

“Segera kami akan ins-
peksi mendadak (Sidak) untuk 
mengetahui kepastian progres 
pekerjaannya,” imbuh Sastra 
Winara.

Bocoran Parpol yang akan
Dilirik Ridwan Kamil

Sastra Winara yang meru-
pakan Wakil Sekjend DPP Par-
tai Gerindra itu menambahkan, 
jajarannya juga akan melihat 
perencanaan dan pelaksanaan 
proyek yang termasuk dalam 
Cibinong City A Beautiful 
tersebut.

“Waktu hujan lebat min-
ggu lalu, saya mendengar Jalan 
Raya Tegar Beriman malah 
banjir, lalu beberapa kendaraan 
terjebak hingga menimbulkan 
kemacetan lalu lintas,” tam-
bahnya.

“Kami akan mengecek, 
apakah perencanaanya sudah 
benar hingga tidak terulang 
kejadian tahun lalu di proyek 
pembangunan pedestrian di 
Jalan Edi Yoso Martadipura, 
Pakansari,” lanjut Sastra Wi-
nara.

Sementara itu, Kabag Pro-
gram dan Pengendalian Pem-
bangunan Setda Kabupaten 
Bogor, Bambam Setia Aji saat 
dimintai komentarnya men-
gakui proyek yang total nilainya 
Rp 117,2 miliar tersebut bakal 

BANJIR ROB MASIH MENGGENANGI PEKALONGAN
Foto udara kondisi permukiman warga yang tergenang banjir rob di Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (2/12). Menurut 
warga setempat, banjir rob yang menggenangi wilayah itu terjadi sejak tiga pekan yang lalu yang membuat aktifi tas  perekonomian 
dan pendidikan warga menjadi terganggu, dengan ketinggian air antara 20-50 centimeter. 

IDN/ANTARA 

YOGYAKARTA (IM) 
- Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil, berencana 
akan bergabung dengan par-
tai politik di tahun 2022 
mendatang. Saat ini Ridwan 
Kamil sedang menimang-
nimang akan bergabung den-
gan partai mana.

“Saya sudah putuskan 
tahun depan akan masuk par-
pol. Warna yang mana apakah 
warna taplak ini (kuning), 
warna baju satpam (biru) 
atau hijab merah, saya belum 
tahu,” kata pria akrab disapa 
Emil di Fisipol UGM, Kamis 
(2/12).

“Yang pasti yang pal-
ing Pancasilais, saya akan di 
situ. Karena menurut saya 
Pancasila harga mati. Tidak 
boleh terlalu kiri, tidak boleh 
terlalu kanan. Politik jalan 
tengahlah yang saya pilih,” 
imbuh Ridwan.

Ridwan mengaku dirinya 

kerap dibully oleh kelompok 
kanan. Seringkali pula dirinya 
dibully oleh kelompok kiri.

“Bagi saya yang di ten-
gah. Ini kebutuhan hari ini. 
Merangkul yang terlalu kan-
an. Juga merangkul yang 
terlalu kiri,” ungkap Ridwan.

Ridwan membeberkan 
dirinya banyak belajar dari 
proses Pilkada yang diala-
minya. Dari Pilkada ini, kata 
Ridwan, ada tiga syarat men-
jadi pemimpin Indonesia.

“Satu elektabilitas dan 
kesukaan. Dua ada logistik. 
Ketiga adalah partai yang 
mengusung karena sistem 
demokrasinya seperti itu,” 
tutur Ridwan.

Ridwan menuturkan, saat 
ini dirinya baru mempunyai 
satu syarat yaitu elektabilitas 
dan kesukaan. Sementara 
uang atau logistik dan partai 
politik diakui Ridwan belum 
dipunyainya. pur

Sehari 3 Kejadian, Bencana Alam di
Kab. Bogor Terbanyak se-Indonesia

CIBINONG (IM) - Meski-
pun jumlah bencana alam di 
Kabupaten Bogor tahun ini 
menurun dibandingkan tahun se-
belumnya, namun jika dibannd-
ingkan dengan kabupaten/kota 
lain di Jabar, Bogor masih berada 
di urutan pertama.

Jumlah kejadian bencana 
alam di Kabupaten Bogor pada 
Januari-November 2021 seban-
yak  1.204 kejadian. Sementara 
di 2020, jumlah kejadian di Ka-
bupaten Bogor mencapai 1.319 
kejadian.

Walaupun terjadi penurunan 
angka kejadian Kabupaten Bogor 
masih di peringkat pertama di 
Provinsi Jawa Barat, bahkan di 
Indonesia.

Peringkat kedua dan kelima 
daerah terbanyak kejadian ben-
cana alam di Provinsi Jawa Barat 
ialah Kabupaten Sukabumi, Kota 
Bogor, Kabupaten Ciamis dan 
Kabupaten Bandung.

Jika dilihat perbulan, angka 
kerawanan bencana alam di Bumi 
Tegar Beriman ini terjadi pada 
Bulan Februari, November dan 
Mei, di mana telah terjadi 245, 
129 dan 128 kejadian bencana 
alam di tiga bulan tersebut.

“Pada Tahun 2020 lalu, ke-
jadian bencana alam terjadi di 
26 kecamatan dan 128 desa, 
tahun ini kejadian bencana alam 
terjadi di 38 kecamatan dan 87 
desa,” ucap Sekretaris Badan 
Penanggulangan Bencana Dae-

rah (BPBD) Kabupaten Bogor, 
Budi Pranowo kepada wartawan 
beberapa hari lalu.

Tahun lalu, tambahnya, per-
ingkat teratas kejadian bencana 
alam ada  di Kecamatan Mega-
mendung yaitu 87 kejadian, 72 
kejadian di Kecamatan Citeureup, 
67 kejadian di Kecamatan Car-
ingin, 62 kejadian di Kecamatan 
Pamijahan dan 52 kejadian di 
Kecamatan Cijeruk.

“Tahun ini, peringkat teratas 
ialah Kecamatan Cijeruk 86 ke-
jadian bencana alam, Cigombong 
84 kejadian , Megamendung 78 
kejadian, Cibinong 69 kejadian 
dan Ciomas 55 kejadian bencana 
alam,” tambahnya.

Dari segi kebencanaan alam, 
kejadian tanah longsor masih 
yang tertinggi jumlah kejadian-
nya, disusul  angin kencang, ban-
jir, pergeseran tanah, kebakaran, 
kekeringan dan gempa bumi.

“Kejadian bencana alam di 
Kabupaten Bogor hingga akhir 
Bulan November kemarin, 5 
orang warga menjadi korban 
yang meninggal dunia. 361 unit 
rumah mengalami kerusakan 
tingkat ringan hingga hancur,” 
katanya.

Selain itu, sarana ibadah, 
sekolah, sarana sosial, sarana 
umum hingga  sarana insfra-
struktur seperti jalan, jembatan 
dan pengairan juga mengalami 
kerusakan hingga menimbulkan 
kerugian materil. gio

PERAYAAN MALAM TAHUN BARU 2022

Sejumlah Jalan di Kota
Bandung akan Ditutup

BANDUNG (IM) - Se-
jumlah ruas jalan di Kota Band-
ung pada perayaan tahun baru 
2022 bakal ditutup oleh petugas 
kepolisan. Ada 550 personel 
menjaga saat perayaan tahun 
baru 2022 tiba.

Jalan yang akan ditutup pada 
perayaan tahun baru 2022, mulai 
dari 24 Desember 2021 sampai 2 
Januari 2022, seperti, Asia Afrika 
-Tamblong, Naripan -Tamblong, 
Braga - Naripan, Banceuy -Asia 
Afrika, Lembong - Tamblong, 
sepanjang Jalan Merdeka, Juanda 
(Dago) Purnawarman, Dipati 
Ukur dan Alun-Alun Timur.

“Kami akan mengadakan 
penutupan di ring satu, yaitu 10 
titik di ring satu diberlakukan 
pada saat malam tahun baru mu-
lai jam 18.00 WIB sampai 05.00 
WIB yang akan dijaga Satlantas, 
Dishub maupun Satpol PP,” 
ujar Kepala Dikyasa Satlantas 
Polrestabes Bandung, AKP Asep 
Kusmana di Balai Kota Bandung, 
Kamis (2/12).

Kedua, kata Asep Kusmana, 
akses di tempat keramaian atau 
lokasi disinyalir akan muncul 
kerumunan, apabila sudah mele-
wati batas kapasitas.

“Karena level 3 itu mungkin 
50 persen yang diperbolehkan, 

jadi kalau sudah melebihi kapasi-
tas 50 persen akan diberlakukan 
penutupan atau pengalihan atau 
rekayasa ke arah lokasi tersebut,” 
ujarnya.

Dia  mengungkapkan , 
pihaknya akan memberikan 
pengecualian terhadap kendaraan 
yang boleh masuk melintas di 
ruas jalan yang ditutup. Mer-
eka yang diperbolehkan melintas 
yaitu kendaraan yang memiliki 
kepentingan mendesak atau 
warga setempat.

“Nanti ada pengecualian 
untuk penutupan jalan, pengec-
ualian untuk yang akan masuk 
ke Hotel, penduduk setempat 
ada kepentingan mendesak, am-
bulance dan lainnya dan tinggal 
memberikan keperluan seperti 
apa,” ucapnya.

Pihaknya juga akan berkoor-
dinasi dengan hotel-hotel atau 
para pelaku usaha yang berada 
di ruas jalan yang ditutup terkait 
rencana penutupan jalan.

Selain itu, pada saat malam 
natal, pihaknya tidak akan 
melakukan penutupan, meng-
ingat banyak masyarakat yang 
melaksanakan ibadah.

 “Tapi kami tetap akan 
melakukan penjagaan dengan 
ketat,” imbuhnya. pur

mengalami defisiasi negatif  
hingga berpeluang molor ke 
awal tahun 2022.

“Mungkin, proyek pem-
bangunan pedestrian dan pen-
ingkatan Jalan Raya Tegar Beri-
man tersebut bakal molor ke 
tahun 2022. Namun harapan 
kami tidak banyak memakan 
waktu karena saya melihat 
progressnya relatif  agak baik,” 
ujarnya.

Bambam Setia Aji men-
gaku, dirinya bersama Wakil 

Bupati Bogor, Iwan Setiawan 
dan jajaran lainnya juga akan 
memonitor progres pemban-
gunan pedestrian dan pen-
ingkatan Jalan Raya Tegar 
Beriman, untuk mengetahui 
kendala.

“Kami akan mengecek 
apa kendalanya, lalu segera 
kami temukan solusinya hingga 
proyek pedestrian dan pening-
katan Jalan Raya Tegar Beriman 
bisa tuntas dan baik pelaksa-
naannya,” pungkasnya. gio

PELESTARIAN BATIK MOTIF PALEMBANG
Sejumlah peserta melukis motif batik dengan 
canting pada workshop pembuatan batik 
Palembang di Museum Balaputra Dewa 
Palembang,Sumsel, Kamis (2/12). Workshop 
pembuatan batik Palembang ini merupakan 
kegiatan pelestarian batik motif Palembang 
pada masyarakat khususnya generasi muda.

IDN/ANTARA 

Penerapan Gage Kota Bandung
Diperluas Jadi Delapan Titik

Cegah Nikah Siri-Kawin Kontrak, P2TP2A
Cianjur Minta Kedubes Pantau Warganya

BANDUNG (IM) - Kepala 
Dikyasa Satlantas Polrestabes 
Bandung AKP Asep Kusmana 
mengatakan, penerapan ganjil ge-
nap (Gage) di Kota Bandung tetap 
dilaksanakan pada akhir pekan.

Pada penerapan PPKM level 3 
nanti, ganjil genap akan diperluas 
cakupannya. Dari semula hanya di 
lima titik yakni gerbang tol Pas-
teur, Pasirkoja, Kopo, M Toha, 
Buahbatu. Kini, ditambah tiga 
kawasan lagi yaitu Ledeng, Cibiru, 
dan Cibereum.

Menurutnya, pada saat penera-
pan ganjil genap tersebut akan 
dibangun pos cek poin untuk 
melakukan pemantauan dan 
pemeriksaan terhadap pengendara. 
Setiap pos akan ditempatkan per-
sonel gabungan Satlantas Polresta-
bes Bandung, Dishub, dan Satpol 
PP Kota Bandung.

“Sanksinya akan diberikan 
menunggu hasil rapat terbatas be-
sok. Yang pasti, kami mendukung 
kebijakan pusat,” kata Asep di Balai 
Kota Bandung, Kamis (2/12).

Pelaksanaan ganjil genap itu 
diakuinya tidak akan jauh ber-
beda dengan yang saat ini tengah 
berlangsung pada akhir pekan. 
Sementara untuk kawasan Ledeng 
dilaksanakan pada Sabtu dan 

Minggu.
“Selama penerapan PPKM 

level 3, ganjil genap dilaksanakan 
saat akhir pekan. Gage jam 06.00 
WIB pagi sampai jam 20.00 WIB 
malam, di Ledeng Sabtu dan 
Minggu saja mulai jam 09.00 WIB 
sampai jam 15.00 WIB,” imbuhnya.

Pelaksanakaan gage dilak-
sanakan terhadap kendaraan di 
luar pelat Bandung atau D. Namun, 
mereka yang berpelat luar Bandung 
tapi berdomisili di Kota Bandung 
diberikan pengecualian.

Sementara itu, Kabid Pengen-
dalian dan Penertiban Transpor-
tasi Dishub Kota Bandung, Asep 
Kuswara mengatakan, pengendara 
yang melakukan perjalanan jauh 
selama PPKM level 3 harus mem-
perlihatkan hasil tes PCR. Sedan-
gkan untuk perjalanan dekat hasil 
tes antigen dan mereka pun harus 
menunjukkan bukti telah divaksin.

“Harus diperiksa minimal dua 
kali divaksin atau antigen yang 
perjalanan dekat kalau jauh PCR. 
Pemeriksaan tersebut sudah dilaku-
kan oleh petugas saat ini,” ucapnya.

Asep menambahkan, penga-
wasan tetap dilaksanakan di ter-
minal terhadap penumpang yaitu 
pemeriksaan suhu, pengecekan 
telah divaksin dan antigen. pur

CIANJUR (IM) - Pusat 
Pelayanan Terpadu Perlindungan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) 
Cianjur meminta masing-masing 
kedutaan besar negara asing mem-
perketat pemantauan dan penga-
wasan warganya yang tinggal atau 
bekerja di Indonesia. Hal itu harus 
dilakukan untuk mencegah WNA 
melakukan nikah siri, kawin kon-
trak, atau tindak kriminal.

Ketua Harian P2TP2A Cian-
jur, Lidya Umar mengatakan mu-
dahnya proses masuk dan menetap 
sementara di Indonesia, membuat 
warga asing dengan nyaman untuk 
tinggal bahkan menikah di Indone-
sia terutama di Cianjur. Sayangnya, 
proses pernikahan tersebut kerap 
mengabaikan prosedur yang ber-
laku termasuk adminstrasi kepen-
dudukan.

“Termasuk proses nikah siri 
atau kawin kontrak yang marak 
terjadi di Cianjur, membuat warga 
negara asing (WNA) khususnya 
dari Timur Tengah, banyak datang 
untuk melakukan hal tersebut. 
Akibatnya seperti yang menimpa 
Sarah (21) warga Cianjur, beber-
apa waktu lalu,” ucap dia, Kamis 
(2/12).

Dia mengungkapkan kurang-
nya pengawasan dan tidak adanya 
sanksi tegas membuat warga as-
ing betah untuk berlama-lama 
tinggal dan akhirnya menetap di 
Indonesia.

“Saat WNA tertangkap oleh 
Imigrasi terlihat tidak ada sanksi 

tegas seperti negara lain. Jadi mer-
eka merasa betah,” kata dia.

Menurutnya, sejumlah kasus 
yang melibatkan WNA banyak 
terjadi di Indonesia, mulai dari ke-
kerasan terhadap anak dan perem-
puan yang selama ini merupakan 
pasangan suami istri secara siri atau 
kawin kontrak. Sehingga banyak 
perempuan Indonesia menjadi 
korban hingga kehilangan nyawa.

“Ini harus menjadi catatan 
bagi semua, termasuk keluarga, 
untuk menghindari hal yang tidak 
diinginkan, ketika pelaku kawin 
siri dan kontrak dengan WNA, 
tanpa harus mengurus surat nikah 
termasuk surat administrasi kepen-
dudukan,” katanya.

Dia menambahkan pihak 
kedutaan besar setiap negara juga 
harus lebih memperketat peman-
tauan warganya yang berkunjung 
di Indonesia.

“Kalau ada yang melanggar 
kedutaan harus respon cepat, baik 
memberi teguran hingga pembe-
rian sanksi. Apalagi kalau melaku-
kan tindak pidana,harus ada sanksi 
hukum yang tegas supaya memberi 
efek jera,” kata dia.

“Kejadian yang menimpa 
Sarah semoga jadi pembelajaran. 
Perlu perhatian semua pihak, tidak 
hanya pemerintahan di tingkat 
daerah tapi sampai pemerintah 
pusat, termasuk kedutaan besar 
masing-masing negara, harus 
memantau lebih intens warganya,” 
pungkasnya. pur

DPRD Jabar Setujui 9  dari 13 Raperda
yang Diusulkan Gubernur Jabar

BANDUNG (IM) - 
Badan Pembentukan Per-
aturan Daerah (Bapemperda) 
DPRD Jabar menyetujui 9 
dari 13 Rancangan Peraturan 
Daerah(Raperda) yang diu-
sulkan Gubernur Jawa Barat.

Persetujuan ini, setelah 
sebelumnya dikaji oleh Ba-
pamperda bersama Biro 
Hukum dan HAM serta 
O r g a n i s a s i  Pe r a n g k a t 
Daerah(OPD) pengusul yang 
pada akhirnya Pimpinan dan 
anggota Bapemperda DPRD 
Jabar hanya dapat menyetujui 
sebanyak 9 Raperda.

Ke sembilan (9) Raperda 
sudah dilengkapi dengan nas-
kah akademik dan juga sudah 
disetujui dalam rapat pari-
purna DPRD Jabar. Selan-
jutnya akan ditindak lanjuti 
dalam Propemperda tahun 
2022, kata Kusnadi  saat dite-
mui di gedung DPRD Jabar, 
Selasa (2/11) lalu.

Adapun ke sembilan Ra-
perda yang masuk propem-
perda, dibagi  berdasarkan 
skala prioritas I, II dan III.  
Untuk skala prioritas I ada 
4 Raperda terdiri dari : Ra-
perda tentang penyeleng-
garaan program Jaminan 
Sosial ketenagakerjaan di 
provinsi Jabar; Raperda ten-
tang sistem kesejahteraan 
lanjut usia;  Raperda tentang 
Perlindungan Perumpuan; 
Raperda tentang Rencana 
perlindungan dan pengelo-
laan lingkungan hidup dan 
Raperda tentang Perangkat 
Daerah.

Selanjutnya Raperda 
skala prioritas II ada 3 Ra-
perda yaitu Raperda tentang 
perubahan kedua atas Perda 
Jabar No 13 tahun 2011 ten-
tang Pajak daerah;  Raperda 
tentang Tenaga Kesehatan 
dan Raperda tentang Upaya 
Kesehatan.

Sedangkan skala prioritas 
III hanya 1 raperda  yaitu 
raperda tentang pembubaran 
PD Agribisnis dan Pertama-
bangan kata Kusnadi dari 
Fraksi Partai Golkar ini.

Adapun terkait Raperda 
usul prakarsa DPRD yang 
belum selesai pembahasan-
nya pada tahun 2021, akan 
diluncurkan kembali pada 
Propemperda tahun 2022 
dengan skala prioritas I.

Usulan Raperda Prakarsa 
DPRD Jabar tersebut terdiri 
dari Raperda tentang Tata 
Kelola Penelitian, Pengem-
bangan dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
Jabar dan Raperda tentang 
Kepariwisataan di Provinsi 
Jabar.

Lebih lanjut Kusnadi 

yang juga anggota Komisi IV 
DPRD Jabar ini mengatakan, 
Bapemperda DPRD Jabar 
minta agar Pemprov Jabar 
memperhatikan pengang-
garan penyusunan Raperda, 
sehingga tidak mengganggu 
pelaksanaan kegiatan.

Bapemperda juga minta  
kepada Biro Hukum dan 
HAM Setda jabar  untuk 
mengkoordinir penyusunan 
naskah akademik dan raper-
da yang belum selesai dibuat 
oleh OPD selaku pengusul 
Raperda.

Selanjutnya, Bapemper-
da juga minta kepada Biro 
Hukum dapat berkonsultasi 
kembali dengan Kemendagri 
khususnya Direktur Produk 
Hukum Daerah terhadap 
Raperda-raperda yang dia-
jukan dalam Propemperda 
tahun 2022,dan raperda yang 
berdampak oleh UU No 11 ta-
hun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan target ke 9 
Raperda usulan Gubernur 
dan 2 Raperda prakarsa 
DPRD dapat diharapkan 
selesai di awal tahun sidang 
2022, untuk skala prioritas I 
yaitu 4 Raperda dari usulan 
Gubernur dan 2 Raperda 
prakarsa DPRD sudah mulai 
dibahas.

Dengan demikian, jelang 
akhir tahun sidang 2022, 
sembilan Raperda usulan 
Gubernur ditambah 2 Rap-
erda prakarsa dapat tuntas. 
Jadi tidak ada tunggakan 
di tahun 2023 mendatang, 
tandasnya. lys


